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Received [25 Maret 2026] Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan
Revised [27 April 2026] ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara periode 2020-2024. Data yang
Accepted [30 April 2026] digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Sumatera Utara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Metode analisis yang
digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial
belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, artinya
peningkatan belanja pemerintah daerah dapat menurunkan kemiskinan. Sementara itu,
pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara
simultan, kedua variabel independen mampu menjelaskan variasi tingkat kemiskinan sebesar
89,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengentasan
kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan
efektivitas alokasi anggaran pada sektor produktif dan program sosial.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of local government expenditure and economic growth on
the poverty rate in North Sumatra Province during the 2020-2024 period. The data used were
secondary data obtained from the Statistics Indonesia (BPS) of North Sumatra Province and the
Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The analytical method applied was multiple linear
regression. The results showed that partially, local government expenditure had a significant
@ @@ negative effect on the poverty rate, meaning that an increase in government expenditure could
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reduce poverty. Meanwhile, economic growth had no significant effect on the poverty rate.
Simultaneously, both independent variables explained 89.7% of the variation in the poverty rate,
while the remaining percentage was influenced by other factors outside the model. This study
concludes that local government expenditure plays an important role in poverty alleviation in
North Sumatra Province. Therefore, the government should improve budget allocation
effectiveness in productive sectors and social programs.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi yang
masih dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara. Tingkat kemiskinan
tidak hanya mencerminkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar,
tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja,
dan sumber daya ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penurunan angka kemiskinan menjadi indikator
penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah.

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di
Indonesia memiliki dinamika tingkat kemiskinan yang cukup fluktuatif. Pada masa pandemi COVID-19,
tingkat kemiskinan mengalami peningkatan akibat melemahnya aktivitas ekonomi, menurunnya
pendapatan masyarakat, serta terbatasnya kesempatan kerja. Namun, seiring proses pemulihan
ekonomi, angka kemiskinan mulai menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa
kebijakan pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam memperbaiki
kesejahteraan masyarakat.

Belanja pemerintah daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta
program perlindungan sosial. Pengalokasian anggaran yang tepat sasaran diharapkan mampu
meningkatkan produktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor penting karena peningkatan output daerah dapat
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mendorong kenaikan pendapatan masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi
belum tentu secara otomatis menurunkan kemiskinan apabila distribusi pendapatan tidak merata.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh belanja
pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Sebagian penelitian menemukan
bahwa belanja pemerintah berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, sedangkan
pertumbuhan ekonomi tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan.
Perbedaan hasil tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut, khususnya pada konteks daerah dan
periode waktu yang berbeda.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja
pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara
periode 2020-2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam
pengembangan literatur ekonomi publik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah
dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensional karena tidak
hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan,
kesehatan, dan kesempatan kerja. Menurut Todaro dan Smith (2020), kemiskinan menunjukkan
ketidakmampuan individu memenuhi standar hidup minimum yang layak. Salah satu upaya pemerintah
dalam menurunkan kemiskinan adalah melalui belanja pemerintah daerah, yaitu pengeluaran yang
dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program sosial. Halim (2021)
menyatakan bahwa belanja daerah memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga berperan penting karena
peningkatan output daerah dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan
masyarakat (Sukirno, 2019). Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung pada
penurunan kemiskinan apabila manfaatnya tidak tersebar merata. Kuznets menjelaskan bahwa pada
tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi sering diikuti peningkatan ketimpangan pendapatan
(Todaro & Smith, 2020). Penelitian Siregar dan Lubis (2022) menunjukkan bahwa belanja pemerintah
berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Meiriza
et al. (2024) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu menurunkan kemiskinan
secara nyata di Sumatera Utara. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini
menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat
kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara periode 2020-2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk
menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat
kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan studi empiris berbasis data sekunder
time series periode 2020-2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara
dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Variabel independen terdiri atas belanja
pemerintah daerah yang diukur dari total realisasi APBD dan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui
laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, sedangkan
variabel dependen adalah tingkat kemiskinan yang diukur dari persentase penduduk miskin. Metode
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan persamaan Y = a + B1X1 + 2X2 + e.
Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas,
heteroskedastisitas, dan autokorelasi agar model memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator
(Gujarati & Porter, 2019). Pengolahan data menggunakan software IBM SPSS Statistics 25 pada
komputer berbasis Windows. Uji hipotesis dilakukan melalui uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk
pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R?) untuk melihat kemampuan model menjelaskan
variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah dan
pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara
periode 2020-2024. Secara parsial, variabel belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan
terhadap tingkat kemiskinan dengan arah koefisien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan
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belanja pemerintah daerah mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur,
peningkatan layanan publik, serta pelaksanaan program sosial yang lebih efektif. Sementara itu,
variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat
kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan masih
terbatas.

Secara simultan, belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan
variasi tingkat kemiskinan sebesar 89,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model
penelitian. Temuan ini sejalan dengan teori Keynes yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah
melalui kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian juga
memperlihatkan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan
pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan di Sumatera Utara. Oleh karena itu, pemerintah
daerah perlu meningkatkan efektivitas alokasi anggaran pada sektor produktif, pendidikan, kesehatan,
dan program pemberdayaan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi yang tercipta menjadi lebih inklusif
dan berdampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan.

Melaporkan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah dan
pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020—
2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series tahunan yang dianalisis
menggunakan metode regresi linier berganda.

Uji Asumsi Klasik
Tabel 1 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorowv-Smirnow Taest

Uinstandardize
d Residual

Il o
rMormal Parametaers®-P Mean Ooooood
Std. Deviation 10109013
Most Extrerme Differences Absolute 245
Fositive 246
Hegative -.2Z27T
Test Statistic 246
Asymp. Sig. (2-tailed)® 2zood
Monte Carlo Sig. (2-tailed)® =ig. 410
99% Confidence Interval Lower Bound .39g
Llpper Eound 423
a. Test distribution is Mormal.
b, Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
=. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed

ZO000000.

Gambar 1 Uji Kolmogorov Sminrnov (Uji Normalitas)

Histogram
Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN
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Gambar 2 Histogram Tingkat Kemiskinan (Uji Normalitas)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN
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Tabel 2 Uji Multikolinearitas
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients Caorrelations Caollinearity Statistics
Model B Std. Error Eeta t Sig. Zero-order Partial Part Tolerance WIF
1 (Constant) 13.626 1.271 10.719 .00g

BELANJA_FEMERINTAH_ -2.940E-10 .ooo -.984 -4.152 .053 -.884 -.947 -944 820 1.087
DAERAH
FERTUMBLHAN_EKONO =112 078 -.354 -1.482 274 -.075 -.726 -.339 820 1.087
1]

a. Dependent Variahle: TINGKAT_KEMISKIMNARN

Seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF lebih kecil
dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi
yang digunakan.

Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients”

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Maodel B Std. Error Eeta t Sig.

1 (Constant) 13.626 1.271 10.714 009
BELAMJA_FEMERIMTAH_ -2.940E-10 000 -.b84 -4.152 053
DAERAH
PERTUMBLUHAMN_EKOMNO -112 075 -.354 -1.492 274
Ml

a. DependentWariable: TINGKEAT_KEMISKIMAR
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Gambar 3 Tabel Scatterplot (Uji Heteroskedastisitas)

Scatterplot
Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN

TINGKAT_KEMISKINAN

s o Cos o0 o5 10 1=

Regression Standardized Predicted Value

Berdasarkan tabel diatas nilai signifikansi untuk belanja pemerintah daerah 0,053 alias lebih dari
0.05, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk nilai signifikansi
pertumbuhan ekonomi 0.274 alias lebih dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala
heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas juga terlihat pada grafik Scatterplot yang menunjukkan
bahwa residual data yang tidak membentuk pola.

Table 4 Uji Autokorelasi
Model Summary®

Change Statistics

Adjusted R Std. Error of the R Square
Madel R R Sguare Square Estimate Change F Change dft df2 Sig. F Change  Durhin-Watson

1 947 .897 793 14296 .897 8.675 2 2 103 1.621
a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN_EKONOMI, BELAMNJA_PEMERINTAH_DAERAH
b. DependentVariable: TINGKAT_KEMISKIMNAN

DW =1,621

Nilai DL = 1,5723 (diperoleh dari tabel DW)
Nilai DU = 1.7199 (diperoleh dari tabel DW)
4-DU (4-1,6148) = 2,3852

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,621 dimana
jika nilai DU<DW<4-DU, maka tidak terjadi autokorelasi negatif atau psoitif. Maka dari hasil uji ini
dinyatakan tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

Table 5 Uji t
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model E Stad. Error Beta t Sig.
1 (S onstant) 13626 1.271 10.719 .oog
BEELAMJA_FEMERIMNTAH_ -2.940E-10 .ooo -.984 -4.152 053
DAERAH
FERTUMELUHAM_EKOMNO -112 O7s -.354 -1.492 274
Ml

a. Dependentvariable: TINGEAT_KEMIS KIMARM

Dari tabel diatas dapat dilihat model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut.
Y =13.626 + (-2.94) X1 + (-0.112) X2
Berdasarkan tabel diatas nilai t
N=5
k=2

Maka diperoleh nilai df = (0.05;5-2-1) Hasilnya adalah 2, sehingga didapatkan nilai t tabel sebesar
2.91999 (diperoleh dari tabel t). Dari tabel diatas didapat nilai t hitung (-4.152) nilai ini lebih kecil dari nilai
t tabel (2.91999). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah daerah berpengaruh
signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun untuk variabel pertumbuhan ekonomi nilai t hitung (-1.492)
kurang dari nilai t tabel (2.91999) yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan
terhadap tingkat kemiskinan.
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Table 6 Uji f
ANOVA®
Sum of
Model Squares clf Mean Square F Sig.
1 Regression 3585 2 ATFT 8.6745 103"
Residual 041 2 020
Total 345 4

a. DependentVariable: TINGEAT _KEMISKEIMNAM

b. Predictors: (Constant), PERTUME LIHAM_EK.OMOMI,
BELAMJA_PEMERINTAH_DAERAH

Nilai f tabel dapat diperoleh sebagai berikut.
Dkl =(k-1)=(2-1)=1
Dk2 = (n-k) = (5-2) =3
F tabel = 9.55 (berasal dari tabel uji F)

Berdasarkan tabel yang menunjukkan nilai f hitung yaitu 8.675 < 9.55 sehingga berdasarkan
kriteria pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah daerah dan
pertumbuhan ekonomi tidak secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan
tabel diatas nilai sig lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah daerah
dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 7 Uji Determinasi

Model Summary™

Adjusted R Std. Error ofthe R Sqguare
Model [ R Sqguare Sqguare Estimate Changs F
1 a47° .8av .Fa3 14296 .8av

a. Predictors: (Constant), PERTUMEBLUHAM_EHKOMOMI, BELAMJA_FPEMERIMNTAH_DAER.
b, Dependent Wvariable: TIMNGRAT _HKEMISKIMNAR

Berdasarkan tabel diatas nilai R Square 0,897 yang berarti dapat dibulatkan menjadi 90%, maka
dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi
terhadap tingkat kemiskinan secara simultan sebesar 90%, sedangkan sisanya 10% dipengaruhi oleh
faktor lainnya yang belum diketahui.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel belanja
pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi
Sumatera Utara. Secara simultan, kedua variabel independen tersebut mampu menjelaskan variasi
tingkat kemiskinan sebesar 90%, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar
0,897. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perubahan tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh
besarnya belanja pemerintah daerah dan kondisi pertumbuhan ekonomi, sementara sisanya sebesar
10% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap
tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, yang berarti peningkatan belanja pemerintah daerah
mampu menurunkan angka kemiskinan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif
namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan, belanja pemerintah daerah dan
pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi besar dalam menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan.
Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah melalui pengelolaan belanja pemerintah terbukti memiliki
peran yang lebih dominan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara periode
2020-2024.
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Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disarankan meningkatkan efektivitas alokasi belanja daerah,
terutama pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program
pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan. Selain itu,
kebijakan pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan agar lebih inklusif sehingga manfaatnya dapat
dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan
menambah periode pengamatan dan memasukkan variabel lain seperti pengangguran, inflasi, dan
ketimpangan pendapatan agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.
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